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ABSTRAK 

Perkembangan zaman mempengaruhi mobilitas pergerakan manusia, dengan 

begitu, untuk mempermudah mobilisasi tersebut digunakanlah pesawat udara. 

Walaupun penerbangan itu hanya memerlukan waktu yang relatif pendek untuk 

sampai ke tempat tujuan, namun masih saja tetap terjadi tindakan kejahatan 

bahkan sampai aksi terorisme, seperti yang terjadi pada kasus pembajakan 

pesawat udara Afriqiyah Airways pada tahun 2016. Berdasarkan alasan diatas 

maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana pengaturan 

larangan terhadap tindakan terorisme dalam penerbangan menurut hukum 

internasional ? Kedua, Bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan teroris 

pada kasus pembajakan pesawat Afriqiyah Airways ?. Metode yang digunakan 

penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat 

deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran, 

yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Hasil dari penilitian ini diperoleh 

kesimpulan : Pertama, berbagai upaya dilakukan dunia internasional untuk 

memberantas kejahatan penerbangan, seperti yang terdapat didalam pasal 11 

Konvensi Tokyo 1963, Pasal 1 Konvensi The Haque 1970, Pasal 1 Konvensi 

Montreal 1971, serta Pasal 2,4 Konvensi Montreal 1999 yang melarang atas 

produksi, pengalihan dan kepemilikan bahan peledak tidak bertanda selain otoritas 

yang menjalankan fungsi militer atau polisi. Semua aturan yang terkandung 

didalam konvensi-konvensi tersebut saling berkaitan dan saling melengkapi demi 

tujuan pemberantasan aksi terorisme dalam dunia penerbangan. Kedua,  

penegakan terhadap tindakan terorisme berupa pembajakan pesawat udara yang 

dialami maskapai Afriqiyah Airways telah memenuhi syarat-syarat tindakan 

melawan hukum baik dari Konvensi The Haque 1970 dan Konvensi Montreal 

1971. Pengadilan Malta mendakwa pelaku dengan tuduhan sebagai tindakan 

terorisme (menggunakan aturan terorisme Malta) bukan aturan terkait 

pembajakannya saja, karena pelaku melakukan tindakan kejahatan penerbangan 

tersebut mempunyai tujuan atau unsur politik didalam melakukan tindakannya 

yang dimana itu merupakan ciri khas terorisme. Ancaman hukuman pidana jauh 

lebih berat menggunakan aturan terorisme, karena seperti kita ketahui, bahwa 

terorisme bukanlah tindakan melawan hukum biasa dan tindakan terorisme 

dipandang sebagai ancaman internsional. Pihak berwenang Malta tetap 

memperhatikan aturan-aturan yang terdapat didalam Konvensi The Haque 1970 

dan juga Konvensi Montreal 1971 dengan melakukan menerapkan yurisdiksi 

udara negaranya, serta melakukan pencegahan awal dengan melakukan penahanan 

terhadap pelaku pembajakan.   
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